




A. Latar Belakang Masalah 
Dermatitis kontak adalah respon dari kulit dalam bentuk peradangan 
yang dapat bersifat akut maupun kronik, karena paparan dari bahan iritan dan 
alergen eksternal yang mengenai kulit. Terdapat dua jenis dermatitis kontak 
yaitu Dermatitis Kontak Iritan (DKI) dan Dermatitis Kontak Alergik (DKA) 
(Lestari dan Utomo, 2007). 
Dermatitis kontak merupakan gangguan kulit akibat kerja yang sering 
terjadi, data epidemiologi menyatakan dermatitis kontak menyumbang 90% 
sampai 95% dari semua kasus penyakit kulit akibat kerja. Dermatitis Kontak 
Akibat Kerja (DKAK) secara luas diklasifikasikan menjadi subtipe alergi dan 
iritasi. Delapan puluh persen dari kasus DKAK adalah DKI, sedangkan 
kasus-kasus alergi bertanggung jawab untuk 20% sisanya. Pada penelitian 
lainnya dilaporkan prevalensi kejadian DKI mencapai  32% sampai 71% dari 
kasus DKAK, sedangkan DKA mencapai 34% sampai 60% dari kasus DKAK 
(Clark dan Zirwas, 2009). Hasil riset kesehatan dasar nasional Badan 
Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan, Republik 
Indonesia tahun 2007 menunjukkan Prevalensi dermatitis di Indonesia cukup 
tinggi (67,8‰) dan khususnya di Daerah Jawa Tengah mencapai 79,5%. 
Penelitian yang dilakukan pada pekerja batik Laweyan menunjukkan 32,7 % 
pekerja terkena DKAK (Satuti, 2003). 
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Orang dengan riwayat atopi meningkatkan risiko DKAK dua kali 
lipat, dan paparan iritan kulit pada pekerja dengan pekerjaan dominan 
terpapar basah dapat menyebabkan risiko empat kali lipat pada atopi (Nixon, 
2005). Riwayat atopi ditemukan pada 32% penderita DKI, hal ini disebabkan 
adanya gangguan fungsi sawar kulit pada penderita atopi (Garcon et al., 
2010).  Istilah atopi berasal dari Bahasa Yunani atopos yang berarti tidak 
pada tempatnya; sering digunakan untuk menunjukkan kondisi alergi 
herediter, yaitu rinitis alergi (hay fever), asma, dan dermatitis atopik. 
Karakteristik atopi adalah ditemukannya imunoglobulin (IgE) sebagai respons 
terhadap alergen lingkungan secara umum dan uji kulit yang positif (Sari, 
2013). 
Penyebab utama DKAK adalah pekerjaan basah karena kulit sering 
kontak dengan air, sabun, deterjen atau penggunaan sarung tangan oklusif. 
Pada penata rambut, pekerja logam, industri makanan, tenaga kebersihan, dan 
tenaga kesehatan menunjukkan prevalensi tinggi terjadinya dermatitis kontak 
dan risiko meningkat sesuai dengan total durasi paparan iritan dan frekuensi 
kejadian basah (Visser et al., 2011). Penelitian mengenai DKI di 
Lhoksumawe, sebanyak 61,5% pekerja yang menderita DKI telah bekerja 
selama 6-9 tahun, sedangkan pekerja dengan masa kerja 1-5 tahun hanya 
18,1% yang menderita DKI (Erliana, 2008). 
Penata rambut yang sering terpapar pekerjaan basah dapat 
menyebabkan DKI, penata rambut sehari-hari mengalami kontak kulit dengan 
produk kosmetik yang mengandung bahan-bahan iritan. Di Inggris, penata 
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rambut dan tukang cukur berada di tiga besar kelompok kerja dalam hal 
prevalensi dermatitis kontak (Lind, 2005). 
Penelitian mengenai dermatitis pada pekerja salon di Surakarta belum 
pernah dilakukan. Berdasarkan alasan tersebut, peneliti tertarik untuk meneliti 
hubungan riwayat atopi dan masa kerja dengan kejadian DKI pada pekerja 
salon di Kecamatan Jebres. 
 
B. Perumusan Masalah 
Apakah terdapat hubungan riwayat atopi dan masa kerja dengan kejadian 
DKI pada pekerja salon di Kecamatan Jebres. 
 
C. Tujuan Penelitian 
1. Tujuan Umum 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan riwayat atopi 
dan masa kerja dengan kejadian DKI pada pekerja salon di Kecamatan 
Jebres. 
2. Tujuan Khusus 
a. Mengetahui prevalensi kejadian DKI pada pekerja salon yang ada 
di Kecamtan Jebres.  
b. Mengetahui hubungan riwayat atopi dengan kejadian DKI pada 
pekerja salon. 





D. Manfaat Penelitian 
1. Manfaat Teoritis 
Dari penelitian ini diharapkan dapat memperkaya konsep atau teori 
yang menyokong perkembangan ilmu kedokteran dan penelitian 
selanjutnya mengenai DKI. 
2. Manfaat Praktis 
Diharapkan dapat memberi masukan kepada masyarakat mengenai 
pentingnya dilakukan upaya pencegahan maupun penatalaksanaan yang 
tepat untuk kasus DKI. 
